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BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk mengelola Penerimaan Negara Bukan
Pajak Badan Standardisasi Nasional dengan baik,
perlu menyusun suatu standar operasional prosedur;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Standardisasi Nasional tentang Standar
Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak
Badan Standardisasi Nasional;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



BSN)
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5584);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997
tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52
Tahu 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3760);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999
tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3871);

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000
tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4020);
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Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4353);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005
tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4500);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007
tentang Tarif dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4781);
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran,
dam Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4995);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010
tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Atas
Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 42);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013;
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15. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012
tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi
Nasional,;

16. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang
Organisasidan Tata Kerja Badan Standardisasi
Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir =~ dengan  Peraturan  Kepala Badan

Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG  STANDAR  OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN
STANDARDISASI NASIONAL.

Pasal 1
Menetapkan perubahan Standar Operasional Prosedur
Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi
Nasional pada  Badan Standardisasi  Nasional
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Kepala inii

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
R Ty 30 November 2016




LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR

: 10 Tahun 2016

TANGGAL: PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN
STANDARDISASI NASIONAL

No . Petugas Bendal.'nara Atasan . Biro PKT Kuasa Kementrian
Uraian Penatausahaan Penerima Langsung/Pejabat Pengguna
Keuangan
Layanan Struktural/Kapus Anggaran
1 | Petugas Penatausahaan Layanan P
. . engumpulan

mengumpulkan bukti penerimaan PNBP, Bukti PNBP

seperti bukti penerimaan ke Kas Negara
2. | Petugas Penatausahaan Layanan mengisi dan Penyusunan Laporan

mencatat penerimaan PNBP di Laporan Penerimaan

Penerimaan Pembayaran Layanan PNBP di Pembayaran

. . . Layanan/LP2L PNBP

masing-masing pusat setiap bulannya.
3. | Kepala Pusat Laporan hasil rekonsiliasi antara

bendahara  penerima dengan  petugas v v v

penatausahaan masing-masing layanan kepada LP2L PNBP LP2L PNBP LP2L PNBP

KPA dan ditembuskan kepada Deputi
4. | Bendahara Penerima menyusun LPJ / Laporan

PNBP Bulanan [ Penyusunan LPJ BP }
5. | Bendahara Penerima menyampaikan LPJ / c 7

el Bp W-PJ ep

Laporan PNBP ke Atasan Langsung dan
Kementrian Keuangan




6. | Atasan  Langsung Bendahara  Penerima o
enyusunan

3.»3&:: Laporan PNBP Bulanan dan Laporan PNBP
Triwulan

7. | Atasan  Langsung Bendahara Penerima ¥
menyampaikan LPJ / Laporan PNBP ke Kuasa Laporan Lapordn
Pengguna Anggaran, Biro PKT dan Kementrian PNBP PNBP
Keuangan

8. | Biro PKT melakukan penelitian dan pencocokan

pencatatan PNBP (LPZL PNBP dan LPJ) untuk
dicatat dan dikonsolidasikan ke Laporan
Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran)

Kansolidasi
PNBP




LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN STANDARDISASI NASIONAL

JASA AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI

4 4 4
Pusat Layanan Akreditasi Bagian Administrasi Pendapatan
Pemohon - e PPK/ BPP/ = ST
NO URAIAN Akreditasi Sekretariat K:kNr;:g:'gas Layanan Penataugaan Petugas SPM Bendahara Penerima Langsung Bend. Kas Negara
1 — -
1 |Pemohon akreditasi KAN yang mencakup permohonan awal, re-
akreditasi dan penambahan ruang lingkup akreditasi, dapat Pendaftaran
menghubungi Sekretariat KAN terkait: Permohenan
Akreditasi Awal
Untuk permohonan akreditasi Lembaga Sertifikasi : melalui KANMIS
Pus: itasi Lem Sertifikasi
Gd. | BPPT Lantai 14, JI. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340, Telp : i
021 3927422, Fax : 021 3927527, Website : www.bsn.go.id penyemokumen d
formulir permohonan

PERMOHONAN AKREDITASI

- Pemohon akreditasi / Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) akan
mendapatkan dokumen serta formulir permohonan akreditasi yang
relevan melalui KAN Manajemen Informasi System (KANMIS)

- LPK menerima surat tagihan pembayaran biaya permohonan
akreditasi via Online (KANMIS)

- Jangka waktu surat tagihan adalah 10 hari kerja, terhitung dari
tanggal surat tagihan. Apabila LPK tidak membayar sampai dengan
batas waktu yang ditentukan, maka permohonan dianggap batal.




LPK membayar biaya permchonan akreditasi sesuai dengan tagihan
yang dibuat secara otomatis oleh aplikasi KAN Management
Information System (KANMIS). Pembayaran dilakukan melalui
Aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). LPK akan
menerima kode billing (berlaku 7 hari) dari Sekretariat KAN . Setelah
menerima kode billing tersebut LPK diwajibkan membayar ke nomor
billing tersebut. Bukti bayar tersebut di upload di KANMIS LPK
menerima “password" untuk dapat login ke KANMIS dan mengunggah
seluruh dokumen dan rekaman yang dipersyaratkan oleh KAN.

- Petugas Penatausahaan Layanan mencatat tagihan dan bukti
transfer permohonan akreditasi.

- Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan salinan surat
tagihan sesuai rekapitulasi aplikasi SIMPONI yang diberikan oleh
Bendahara Penerimaan sebagai dasar rekonsiliasi

Catatan:

- Pembayaran melalui LS hanya dapat dilakukan terhadap LPK
pemerintah dengan menyerahkan surat pernyataan LS.

Pengisian formulir
akreditasi

i

Permintaan Kode
Billing

Pembayaran
Permohonan
Akreditasi melalui
SIMPONI

}

Konfimnasi
Pembayaran

Penerbitan Kede

Billing

v

Submit dokumen LPK

Menerima konfirmasi
pembayaran

v

Password approval untuk
Login ke "KANMIS®

Pengecekkan Status
Pembayaran
(SIMPONI)

Validasi/Ok

Rekonsiliasi data tagihan dan data bukti

bayar (bukti

transfer dan data bayar
SIMPONY)




- Sekretariat KAN melakukan audit kelayakan/tinjauan permohonan

v

untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan kemampuan KAN dalam P"MK‘:l"m" Audit
melaksanakan jasa akreditasi yang diminta. Permchonan akreditasi ayakan
hanya berlaku selama 1 tahun setelah dokumen diterima. Jika hasil
audit kelayakan tidak dapat diselesaikan dalam 1 tahun, maka tidak )
permohonan dinyatakan gugur dan biaya permohonan yang telah Melengkapi dokumen mm
dibayarkan tidak dapat ditarik. \
ya
- Bila LPK memeriukan pra-asesmen (bersifat sukarela), dapat oertat
mengajukan permochonan pra-asesmen ke KAN. Pengajuan P:nesmen w:,m
- KAN akan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan permohonan Pra- M pelaksanazn, dan tagihan
menginformasikan tim asesmen dan waktu pelaksanaan serta asesmen biaya pra-asesmen
penetapan biaya pra-asesmen. Pelaksanaan pra-asesmen dilakukan
oleh personel yang ditunjuk oleh KAN. Permintaan Kode |
-s?“;apyg ':lra-asesmen ditransfer ke Kas Negara melalui aptikasi Biling Ve ey Rekonsifiasi data tagihan dan data bukti
v s/  Penoibian bayar (bukli transfer dan data bayar
- Petugas Penatausahaan layanan mencatat tagihan dan buki wiﬂ"’;_/ SIMPONI)
transfer pra-asesmen. Pembayaran H
- Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan salinan surat |
tagihan sesuai rekapitulasi aplikasi SIMPONI yang diberikan oleh ,
B . . B o ey Menerima safinan
endahara Penerimaan sebagai dasar rekonsiliasi > p;:nﬁkaﬂ Surat Taghan

Pelaksanaan

&
Pra-asesmen <




Pusat Layanan Akreditasi PPK/ BPP/ Bagian Administrasi Pendapatan Bank P
URAIAN Pemohon Akreditasi | g eyretariat KAN Petugas Layanan Akreditasi Petugas;‘;’a‘:‘::“ma“ Patugas SPM Bendahara Penerima e pargound | fKas Negara
ASESMEN AWAL/ RE-ASESMEN
- Audit Kecukupan ditakukan setelah tahap 4 dilalui, yaitu
pemeriksaan dokumen yang telah diserahkan ke Sekretariat KAN l
terhadap kesesuaiannya dengan persyaratan akreditasi. Apabila hasil Pembeniuken dan
audit kecukupan sudah dianggap lengkap, maka dilanjutkan ke tahap . pemberitahuan tm asesmen, Penaroian
Asesmen awal. v waklu pelaksanaan dan ena
- Sebelum pelaksanaan Asesmen awal, akan diinformasikan tim taghanbiayaasesmen | | /TN L) aea..l] »

asesmen, waktu pelaksanaan asesmen lapangan dan tagihan biaya
asesmen dikiimkan sebelum pelaksanaan

- LPK dapat mengajukan keberatan atas tim dan waktu pelaksanaan
asesmen dengan alasan yang jelas.

- Biaya asesmen dibayarkan ke Kas Negara melalui kode billing
yang dibuatkan oleh Sekretariat KAN dan konfirmasi pembayaran
tersebut ke Sekretariat KAN.

- Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan salinan surat
tagihan sesuai rekapitulasi bukti bayar aplikasi SIMPONI yang
diberikan oleh Bendahara Penerimaan sebagai dasar rekonsiliasi
- Pemohon membuat surat pemyataan pembayaran LS untuk

/ Kode Billing

‘ 3 | Verifikasi Pembayaran

ot oo wowrn  womnss  w—

o s ot o o o—— — —— o—— o)

diserahkan kepada Bendahara Penerima melalui sekretariat KAN 1<|.s> . pem;::ﬁnm I
- Setelah pebayaran dari KPPN diterima Bendahara Penerima '
menyetorkan ke Kas Negara Melalui aplikasi SIMPONI l
Penyetoran
SSBP ke
Kas Negara
l..._.——........ _..___._._..._.-_..._-.....___—-—.—..—-...——-—.-—.—-————_.——-J J
- Selain asesmen lapangan di LPK, dapat sekalian dilakukan
penyaksian asesmen (witness) di LPK (ada penettapan tim witness Pelmbuatan Kode
dan penagihan biaya witness) / Survaien. gilling
Pelaksanaan
Asesmen Lapangan
- Jika KAN tidak memberikan akreditasi, maka LPK berhak _
mengajukan banding dengan disertai bukti dan alasan, pengajuan Pemberian
selambatnya 1 bulan sesudah keputusan KAN.
Ya
Pemberian Sertifikat

itasi& Penagihan luran

Tahunan







